Menimbang

Mengingat

a.

I.

RENCANA AKSI PERKEBUNAN KELAPA SAWITZ- S

BERNUR K

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR %  TAHUN 2022
TENTANG

BERKELANJUTAN TAHUN 2022 - 2024 -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EESA. e
GUBERNUR fKALIMANTAN‘BARAT, 2

bahwa dalam rangka memngkatkan kapasﬂas dan kapablh‘tas:;

perkebunan, penyeiesaian | status dan

1egallsa51 '_ 1a

Ber kelanjutan

bahwa berdasarkai‘l'_Instruksi‘. 'Pfesidéri* .Nozﬁéz 6 Tahun 20195?

tent'ang Reneaﬁa' - Aksi Nasmnal Perkebunzm "Kelap'

Gubernur tentang Rencana AkSl Pelkebunaﬂ Keiapa
Bezkelanjutan Tahun 2022 2024; "

Pasal 18 Ayat. 3('6) Unciang Undang Dasar Negara R@pubhl
Indonesia Tahun. 194—5 ' '




Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 téntang _

Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan

Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur .(Léfﬁbaré;iﬁ §o

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65,. Taiﬁbé;ﬁéj‘f

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

Undang-Undang Nomorl3 Tahun 2003 tentar_ig'I{eteﬁagaléé_rjaan o

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia-_Nomor.'_@'i‘?’?g)’. o

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran- Negaza Repubhk'
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lemba1an Neg&ra '

Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ‘temang Perhndung&mf{

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembalan Negara Repubhi{'__g. BEE

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaraﬁ Negam S

Republik Indonesm Nomor 5059) sebaga&mana telah ciiubahf .

dengan Undm1g-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ‘centang Czpt&-g

Kerja {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor S

245, Tambahaﬁ Lembaran Negara Repubhk Indonema Nomor'f

6573);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 t*entai‘w Pembeﬁtiﬂégﬁ

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk'

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara_::; :_. :

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagalmana teiah dmbah'_f Ny

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentanw';-”_f' .

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20i1 ’cemangf} : :

Pembentukan Peraturan Perundang- umdal’lgaﬁ (Lembaran e

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Namoz 183 --Tambahaﬁ__

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 ‘{entmag Perhnduzwaﬁ__."-

dan Pemberdayaan Petani {Lembaran Negara Repubhk- Indanesmz 2 s

Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republﬂ{_' o

Indonesia Nomor 5433) sehagaimana telah dmbah deng&n-j il

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ten‘tang C‘lpta Kerj&'.:_: -

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 E“%omo:t‘ 245

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesza Nomor 65’? 3)

WARD | PRRANGERAT BRERAN | jovermmy | ssmpa |




7.

10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent&mg Pemerimahan:ﬂf".

Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun _’3‘014"_;

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negaia Repubhk Indonesm'_f

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah’ dengan Undangﬁndang_;__

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerga (Lembaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2020 Nornc:»r' 245 Tambahanf_fﬁ"'._.". i

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65’?3)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 ‘te:ntang Perkebunan".

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomc)r 308

Tambahan Lembaran Negara Republik Indcnesla Nomor 5613)'55-35_{".“_

sebagaimana telah diubah bebérapa kah dz—m terkah1r dengzm L

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 t&ntang Clpia Ke-rj;a__
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomel 245 :.

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Imiones1a Namor 657’ 3)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kema’craaﬁ f e

(Lembaran Negara Republik Indonesia” Tahun 1997 Nomor 91

Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndOﬂesm Nomor 37 18)

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun' 2012 tenta.ng Tang ung |

Jawab Sosial Perusahaan dan ngkungan Pex Sei‘oan Tmbatas‘f__

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomm 89 "

Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nemor-SSOS) :

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 ‘Lentarw Sistem-._'_; : :

Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit- Berkeiamutan Indonesm:_-'__E'_':':_-" o

(Lembaran Negara Republik Inc‘icm@sm Tahun 2020 Nomor 7 5)

Peraturan : Menteri Pertaman Namor:;[

98/ PERMENTAN /OT.140/9/2013 - ’zen‘tang Pedoman Perlzzzian

Usaha Pe;.kebunaﬂ (Berita Negara Repubhk Indonesza I‘ahun':;i:-5_}'5'_-.2_.::

2013 Nomor 1180);

Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nomor 80 Tahun 2015 tex‘ltaitzgf::;f{ 'j.-:_

Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagalmana telah dmbah_{: ':
dengan Peraturan Menteri Dalam Negem Nomer 120 ”i‘ahun 2018.:

tentang Perubahan Atas Peraturai Mentem Dalam Negem Ncmor‘f'

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan onduk Hukum Daezah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)

Peraturan Menteri - - Pertaman Nor.nc:}r.:;f'-
01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman zveﬂetapani_f
Harga Pembelian Tandan Buah Segar Ke}apa Saw;& Produkszﬂ:': Gl

Pekebun (Berita Negara Repubhk Indenesxa Tahun 2018 Ncmm
85);

m& PERANGHAT DakRAN |
BULUM ._..'_?&&F&m& :

A

Asustmn | g




Menetapkan

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 TahunQOEOtentang

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukam"f e

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI PERKEBUNAN*-_ L

Penyelenggaraan  Sertifikasi _Péﬂ{ébuﬁaﬁﬁi '_: '.Kélalpa'?;' g Sa‘wfc s

Berkelanjutan Indonesia (Berita NegaraRepubhk Indonesza =T

Tahun 2020 Nomor 1377);

dan Susunan Perangkat Daerah vamsz qulmantaxz Barat A
(Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kahmaﬂtan }Barat Nomor i ; :;ﬁ"}-:;

5) sebagaimana telah dirubah beberapa kall cia.n ya.ng terakhlr":
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentaugf‘_f
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016'{?;:
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ?rovmsz_z

Kalimantan Barat (Tambahan Lembaran Dael ah PI ovmsi Ve

Kalimantan Barat Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN TAHUN 2022 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dlma.ksud dengem

1.
2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Balat

Pemerintah  Daerah adalah --Gubemnr'- sebaga1 unsu:;
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang memlmpmc: S

pelaksanaan urusan pemelmtahan yang menjad1 kewenanga'ﬂf

Provinsi Kalimantan Barat.

Gubernur adalah Gubernur Kahman‘tan Barat

Perangkat Daerah adalah unsur pembanm Kepala Daerah dam'-;'
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyeienggaraaﬁf‘.ﬁ

urusan pemerintahan yang mengadi kewena'ﬂgan Pemeumtah'_fﬁ_}--_:-3-_'_:_ .

Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Perkebunan dan Petemakan yang selan;utnya dlseabuif_’f

Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyeienggarakan urusan'; _. -i:f_'

pemerintahan b1dang pertanian.

Eano PERANGEAT BANRAN

HURTRE pz‘é;sg?&mﬁm

ARISTENY | dnsva |-




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang
selanjutnyva disebut RAP-KSB adalah dokumen rencana aksi
untuk  pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka
peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya
saing komoditi kelapa sawit dengan memperhatikan aspek
ekonomi, sosial budaya dan ekologi di Provinsi Kalimantan
Barat.

Lembaga pendukung adalah kelompok masyarakat, NGO/LSM -
vang memberikan dukungan kompetensi teknis, pendanaan,
atau kontribusi lainnya dalam melaksanakan Rencana Aksi.
Asosiasi adalah lembaga yang mewakili pekebun dan/atau
perusahaan perkebunan.

Pekebun adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang
melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak -
mencapai skala tertentu. '

Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang" -bérbadaﬁ :

hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan

di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perk@bunah‘déﬁgaﬁ
skala tertentu.
Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang ciidasarkan ;

pada luasan lahan usaha, jenis tanaman,  teknologi, “tenaga -

kerja, modal dan kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin

usaha perkebunan.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melaiiukén

pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untiuk _ o

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat,

Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usdha yang o o

menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa .S»&Wit.. o
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian

Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disingkat 1SPO adalah

sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak

ekonomi, layak sosial, dan ramah lingkungan didasmkan'pgida' :;
peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. - -
Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak ataS".tanah‘;f;’aﬁg _
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik |

dan data yuridis.

EARG PERANGHAT DARRANR
HURUM ?‘%MW&&
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16.

17.

Sertifikasi ISPO adalah suatu kebijakan dengan tujuan-_unttik
meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia -di
pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka ‘memeriuhi
komitmen Presiden Republik Indonesia untuk mengurangi gas"
rumah kaca serta memberi perhatian terhada*p-. maséiah'
lingkungan. o

Lahan Kritis adalah lahan yang secara fisik, kimia m_aupimj

biologi yang kurang baik sehingga tidak mampu me‘njadi"'_me'ciia P

tumbuh tanaman/pohon (budidaya) baik yang sudah - dilekati
hak, belum dilekati hak atau bekas hak. B

Pasal 2
RAP-KSEB berdasarkan pada asas:
a. berkelanjutan;
b. keterpaduan;
c. kebersamaan;
d. keterbukaan;
e. keharmonisan; dan

f. keadilan.

Peraturan Gubernur ini disusun bertvguan sebagaz pedoman_ﬁ:"'f'-_.-'--"
untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit’ yang }eblh";
terarah dan berkesinambungan secara menyeluruh dengam S

memperhatikan aspek legalitas, ekonomi, sosial, budaya dan

ekologi.

BAB I
PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan RAP-KSB meliputi :

a.
b.

C.

penguatan data, penguatan koordinasi, dan infra;smikfur; .
peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; |
pengelolaan dan pemantauan lingkungan;

penerapan tata kelola perkebunan dan penangana.n Sengketa,

percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan. Keiapa Samt

Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustamable Palm Chl/:; i

ISPO); dan

penmgkatan akses pasar produk kelapa sawit.

HARDG
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Pasal 4 R o
Penyusunan RAP-KSB berisi upaya yang bers1fat muiu Sektoral:

dengan  mempertimbangkan ls.ewenangam potenm daﬁ;'

karakteristik daerah serta terintegrasi ."_d‘engan ___wnc_ai‘ia_f_ :

pembangunan daerah.

Penyusunan RAP-KSB sebagaimana dlmaksuci pada ayat (1),: L

bersifat partisipatif sesuai dengan };etentuan peraturan;

perundang- undangan.

Pasal 5 o
Penyusunan RAP-KSB dilaksanakan oleh Dinas,

Penyusunan RAP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayai: ( o |
dikoordinasikan melalui Dinas dengan perangkat daerah ‘tm kaﬁ'i :

lainnya di Daerah, perangkat daerah 'terl{al’c dz kabupaten / keta -:' Bt

dan pihak lain yang terkait.

BAE I
PELAKSANAAN

Pasal 6 _
Pemerintah daerah melakukan- pelaksanaan RAP—KSB

Pelaksanaan RAP-KSB sebagazmana dnnaksud pada a}fat (“{')':

secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas.

Pelaksanaan RAP-KSB sebagaimana’ dlmaksud pada ay‘at (2)___15_._ S

dikoordinasikan oleh Dinas dengan perangkat daerah terkaztf_

lainnya di Daerah, perangkat daerah tez'kaut dl kabupaten / kota i

dan pihak lain yang terkait.

Dalam pelaksanaan RAP-KSB sebagimana dzmaksuci pada ’—Lyat'_: =
(2}, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama denganf_;
Universitas/Lembaga Pendidikan, Pelaku Usaha Asosalasu'

Koperasi Petani Kelapa Sawit dan Lembaga Swadaya': or

Magyarakat,

Pasal 7

Pelaksanaan RAP-KSB sebagaimana dlmalasud dalam pasai 6 e

ayat (1) berdasarkan program/kegiatan yang dllenakam dengan

a. sasaran;
b. indikator kinerja; dan

¢. pendanaan.

HARD PERAMGHAT DABRAN A %”{‘Eﬂ‘ T Sﬁi‘ﬁi‘}&
HURUM || PEMEANARSA. | | RRERA L




(2) Pelaksanaan RAP-KSB sebagagmana dzmaksud pada ayat (1)'-’;;

tercantum dalam Lampiran yang merupakan baglarl ’tldaie;'_? e

terpisahkan dari Peraturan Guber nur ini.

(3) Dolkumen RAP-KSB sebaga:tmana d1maksud pada a}’at ( 1).:

diintegrasikan  kedalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemermtah Daerah

Pasal 8

Dokumen RAP-KSB  sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 7 ayat (3)'-_ o

memuat pokol~:~pol{0k pikiran, yang terdm dan

a. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordmam dam f'?f . o

Infrastruktur; _ _ _
b.  Komponen Pemngkatan Kapasﬁas daﬂ Kapab111tas Pekebun
c. Komponen Pengelolaan dan Peman‘tauan ngkungan _ '
d. Komponen Tata Kelola dan Penaﬂganan Sengketa cian e
e. Komponen Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar .

Produk Kelapa Sawit.

BABIV
PARTISIPASI MASYARAKAT =

Pasal 9

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalampenyusunmadan Gn

pelaksanaan RAP-KSB.

(2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagmmana dima}{sud _-:‘f_: .

pada ayat (1), secara teknis ciﬂalmkan oleh Dmas da}:l'_ dapa’t'._.:
melibatkan perangkat daerah teika;t lamnya dl Daerah
perangkat daerah terkait di l{abupateﬂ/ kcvta seri:a pzhak-pmak '

terkait lainnya.

Pasal 10

Partisipasi masyarakat sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 9 ayat:_f:

{1) dapat dilakukan melaiui:

a. Focus Group Discussmn;

b. Konsultasi publik;
Sosialisasi;

C
d. Seminar, lokakatya, dan workshop; dan e

@

Kajian, Penelitian.

HARD PERANGKAT DARRAT
HOEU - PEMBAEARSA
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BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN-

Pasal 11
(1) Dalam rangka efektivitas capaian target RAP»KSB'. dipéﬂukaﬁ:':

monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang dﬂaksanakan'f

berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undang&n R

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagazmana dzmaksud pada g

ayat (1) RAP-KSB dilakukan secara koordinatif oleh sz.

Pelaksana Daerah yang ditetapkan oleh Gubemur o

(3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dzmaksud pada ayat (2): i ;

terdiri dari instansi penanggungjawab dan mstans1 pendukung_. AR

dan dapat mengikutsertakan peran masyarakat pelaku usaha ' _j -

lembaga pendidikan, asosiasi/koperasi peta;m ke}apa Sawﬁ dan'_“

Lembaga Swadaya Masyarakat.

(4) Pembentukan Tim Pelaksana Daerah sebaga:tmana dlmaksuéi e

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubemur

(5) Pelaporan hasil pelaksanaan capaian RAP—KSB sebaga;mana;'

dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubemur oleh sz_; e

Pelaksanan Daerah melalui Kepala Dinas secara berkala seﬁap 6

(enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dzperiukan

BAR VI =
PEMBINAAN DAN PENCAWASAN .

Pasal 12

(1} Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan_';_-

(2) Pembinaan pelaksanaan RAP-KSB sebagalmana damaksud padaj oy

ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas. S
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat =(1_) secara umum.f

dilaksanakan oleh APIP (Aparat Pengawas Inf:emai Peme1 mtaji )

HARD FERANGIAY DASRA
UM PEMRAKAREA

AN F LT

ABFETRE § gEmDe




BAB VII
PENDANAAN

Pasal 13 | e
Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Gubernur ini bersumber dari: R N
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan _ _ _ ger
b. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah. dan udak mengﬂqat:ﬁ'_f; e

sesuai dengan ketentuan peraturan per undang~undangan

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14 :
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal dzundangkan | e
Agar setiap orang mengetahuinya, memmmtahkan pengundanganﬂ_:
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Bemta*._}'_"'_.':{-.'.

Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pon"tiein’&k =
pada tanggai &

4 GUBERNUR KALIMANTAN BARA’T‘ gg

SUTARMIDJT

Diundangkan di Pontianak

HARIGSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR % = -




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR = 2 TAHUN 2021
%ﬁ%mmng%bxm_

MATRIKS RENCANA AKSI FERKEBUNAN KELAPA §

UNTUK KELAPA sAWI

RDINASI DAN INFRASTRUKTUR

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANIUTAN TAHUN 2027 - 2024

AWIT BERKELANIUTARN
T BERKELANJUTAN

A, KOMPONEN PENGUATAN DATA, PENGUATAN KOO
-

% N
No Program _ Kegiatan Keluaran Target eﬁm.w tu “mmﬂmsﬂ Instansi Pendukung
| % | Penyelesaian Penanggungjiawab -
1 Pengembangan data 1.1. Menghimpun data 1.1.1. Diperolehnya data Desember 2023 | Dinas Perkebunan 1. Kanwil ATR/BPN - __
dasar pekebun kelapa pekebun kelapa sawit dan pekebun 1 dan Peternakan 5 pinae Pekerjaan Umum dan
sawit untuk dukungan pemetaan lokasinya. 112, omwm anﬁ.nmwm.n Penataan Ruang
dan tata kelola terkonsolidasi 3. Badan Perencanaan
b dengan data dasar \
perkebunan vang lebih yang dapat Pembangunan Daerah
baik diperbarui setiap ‘ - Dinas yang membidangi
| tahun. perkebunan di Kabupaten
T.Hw. Peta indikatif dari \m. Pelaku Usaha perkebunan
kebun-kebun yang 5. NGO/CS0
1 akan .Q:.wgmh_mwm_,._ Organisasi/Asosiasi Petani
1.1.4. Peta indikatif dari Kelapa Sawit
kebun yang
berada didalam H w
kawasan hutan
ﬁ dan lahan gambut m ‘
1.2. Melakukan pemutakhiran ﬁ 1.2.1 Tersedianya Timlmmmgcmﬂ 2024 | Dinas Perkebunan 1. Badan Perencanaan
Informasi Geospasial Informasi Geospasial dan Peternakan Pembangunan Daerah
Tematik (IGT) tutupan Tematik {IGT) tutupan 2. Dinas Lingkungan Hidup dan
kebun kelapa sawit yang |
L | w ~
HARG FERABGEAT DAKRIAR ADIETEY § TEEDA
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Mo Program Kegiatan Keluaran Target <¢m.w tu Emﬂmsm.m instansi Pendukung
Penyelesaian | Penanggungiawab
kebun kelapa sawit termutakhir Kehutanan
1.2.2 Tersedianya data 3. Dinas Komunikasi dan
dan informasi terkait Informatika
perkebunan kelapa sawit 4. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
5. Kanwil ATR/BPN
2. Pembinaan 2.1 Kompilasi dan Tersedianya IGT tutupan | Desember 2024 | Dinas Perkebunan | 1. Badan Perencanaan
penyelenggaraan pengintegrasian IGT kebun sawit dan Peternakan Pembangunan Daerah
informasi Geospasial tutupan kebun sawit dari 2. Dinas Komunikasi dan
Tematik (IGT) tutupan berbagai m&o:smwwm .
kebun kelapa sawit Instansiflembaga daerah 3 Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
terkait perkebunan 4. Kanwil ATR/BPN
kelapa sawit 5. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
6. Pemda Kab/Xota
7. LSM/NGO
8. Pelaku Usaha
3 Peningkatan sosialisasi | 3.1 Melakukan sosialisasi 3.1.1 Desember 2023 | Dinas Perkebunan | 1. Dinas Komunikasi dan
regulasi dan kebijakan tentang berbagai Tersosialisasikanny dan Peternakan informatika
terkait usaha peraturan yang terkait a mm..v.«mg,m: dan 2. Dinas Lingkungan Hidup dan
perkebunan kelapa dengan pembangunan kebijakan tentang x.mrﬁm:mz
. . ) pembangunan 3. Dinas Penanaman Modal dan
mm,a.; berkelanjutan kelapa sawit perkebunan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
bagi pekebun dan berkelanjutan. kelapa sawit 4. Kanwil ATR/BPN
pemangku kepentingan berkelanjutan di 5. Pelaku usaha perkebunan
lainnya, 13 kab/kota 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
7. LSM/NGO
@‘H.WWMMM PERARGEAT DARRAH ATTETEN 1 sERTA
/ o




. T k i ;
Mo Program Kegiatan Keluaran arget @m. w msmwmmm._ Instansi Pendukung
LR Penyelesalan | Penanggungjawab
3.2 Merekrut dan 3.2.1 Tersedianya Desember 2023 | Dinas Perkebunan |1. Dinas Komunikasi dan
meningkatkan kapasitas Fasilitator- dan Peternakan Informatika
fasilitator fasilitator yang 2. Dinas Lingkungan Hidup dan
memiliki kapasitas h
untuk Kehutanan
mendiseminasi 3. Dinas Penanaman Modal dan
informasi terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu
kebijakan dan 4. Kanwil ATR/BPN
peraturan {entang 5. Pelaku Usaha Parkebunan
kelapa sawit 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
“umlammmﬂdcénmn 7. LSM/NGO
4 Peningkatan sinergitas | 4.1 Identifikasi peraturan- 4.1.1 Daftar peraturan Desember 2021 | Asisten Il Bidang 1. Biro Hukum
antara peraturan yang belum atau kebijakan Perekonomian dan 2. Badan Perencanaan
Kementerian/Lembaga selaras untuk yang disepakati Pembangunan Pembanguran Daerah
/Pemerintah Daerah diharmoniskan c.sﬂ:_h . Setda Prov Kalbar 3. Dinas Perkebunan dan
dalam hub diharmoniskan Peternakan
aram hubungannya 4. Dinas Perindustrian,
dengan usaha Perdagangan, Energi, dan
perkebunan kelapa Sumber Daya Mineral
sawit antara 5. Dinas Lingkungan Hidup dan
Kementerian/Lembaga Kehutanan
/Pemerintah Daerah 6. Dinas Tenaga Kerja dan
dalam hubungannya Transmigrasi
ganny 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
dengan usaha Menengah
perkebunan kelapa 8. Dinas Sosial
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CiNe | Program - Kegiatan 0 Keluaran .wmqmmw gam@:_”___ mmmﬁmmm ﬁmmacwssm
Ao : : e L - : wmz«m_mmmmms_ o
sawit 4.2 Meningkatkan sinkronisasi |4.2.1 Data daninformasi | Juni2022- " _ H ____w_mu mcwms\v mm&m ?,o< mmm@mw _.
data am: informasi pada - | ,Nm_:m.ﬁmﬁmsw._,_oammmm, S _.mumqmwoseﬁ:_ms amz 2 _.wmgmm Perencanaan . .
masing-masing instansi pada masing- [0 B R PR Pembangunan - @..vmawm:mc:mn wmmwm:
- cerkait __Emmwnm_.ms_mwmmmw S o __mmﬁmm v8< xmmum_, _”_ w..___m%mm mm%muc:ms am:
S SR L . . _ e ___“mmﬂmw:mwms
IR _ S 4 Dinas mm::mgﬁ:m?
o 4.3 Meningkatkan koordinasl | 4.3.1 mmﬁm_ﬁ.scmm : Desember 2023 . Asisten Il .m_nmnm__ : mma_mmmzmmnkmnmﬂmr dan
antar instansi koordinasi antar : T vm_«mwoso@ma nm_:_ _.mgﬁvmﬂdmﬁ E.Hnm_wm“ L
instansi terkait Pembangunan = g Dinas Lingkungan Hidup dan
Seida Prov Kalbar mm:cﬁm:ms
6. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi _
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah
8. Dinas Sosial
9. Dinas Pekerjaan Umum dan
~Penataan Ruang
10. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Perhubungan
12. Kanwil ATR/BPN
13. DPRD Prov Kalbar
14. Pelaku Usaha Perkebunan
15. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
16. LSM/NGO
5 Pembentukan tim 5.1 Membentuk forum multi- | 5.1.1 Terbentuknya Juni 2022 Dinas Perkebunan |1, Biro Hukum
pelaksana daerah pihak pembangunan forum multi-pihak dan Peternakan 2. Badan Perencanaan
dalam bentuk forum kelapa sawit di tingkat Provinsi Pembangunan Daerah
multipihak kelapa berkelanjutan di provinsi 3. Dinas Perkebunan dan
i i ) Peternakan
sawit berkelanjutan di - : 4. Dinas Perindustrian,
4 n v w




W..za. m.

Program

Kegiatan

Keluaran

Target Walau
Penyelesaian

Instansi
Penanggungjawab

Instansi Pendukung

Fingkat provinsi

Pembangunan jalan
untuk mendukung
peningkatan kualitas
usaha perkebunan
kelapa sawit

6.1

Membangun dan
meningkatkan kualitas

jalan yang diperiukan di
kabupaten/kota penghasil

kelapa sawit

6.1.1 Terbangunnya jalan

vang mementthi
standar di 13
Kabupaten/Kota
penghasil kelapa
sawit

Desember 2024

Dinas Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

Perdagangan, Energi, dan
Sumber Daya Mineral

5. Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

6. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil,
dan Menengah

8. Dinas Sosial

9. Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang

10. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

11. Dinas Perhubungan

12. Kanwil ATR/BPN

13. DPRD Prov Kalbar

14, Pelaku Usaha Perksbunan

15. Asosiasi Petani Kelapa Sawit

16. LSM/NGO

1. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

2. Dinas Perkebunan dan
Peternakan

3. DPRD Prov Kalbar

BEARG
BUHORE

FERARGEAT DARRAN

%NM& %ﬁ%&

ABIETEN 1 RETH
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‘No Program Kegiatan Keluaran Target wﬁmwﬁ t ;m:mwm_am.“ o " Instansi Pendukung
Penyelesaian Penanggungjawab . R R ot
7 |Peningkatan kepatuhan | 7.1 Merumuskan usulan ke 7.1.1 Tersedianya Juni 2022 Dinas Perkebunan - | 1. Badan Kepegawaian Daerah
. |hukum pelaku usaha Pemerintah Pusat terkait usulan ke dan Peternakan 2, Badan Perencanaan =
perkebunan dengan jumlah dan Pemerintah Pusat Pembangunan Daerah
kejelasan status PPNS wm_.wm; dengan 3. Biro Oﬁ_mma__mwm_ m.wﬁm m__d_,s_
. jumlah dan Kalbar - :
Perkebunan didalam kejelasan status 4, xmnommmm: Daerah
struktur ASN. PPNS Perkebunan 5. Kejaksaan Negeri/Tinggi
didalam struktur 6. KPK
ASN 7. Pemerintah Daerah terkait
7.1.2 Meningkatnva Desember 2022 8. Kementerian Hukum dan HAM
jumlah PPNS vang
yang memiliki
kapasitas
7.2 Meningkatkan koordinasi | 771 Adanya kerjasama | Juni 2022 Biro Hukum Setda 1. Badan Kepegawaian Daerah
dengan instansi terkait instansi teknis Prov Kalbar 2. Badan Perencanaan
dalam rangka efektivitas perkebunan " Pembangunan Daerah”
penegakan hukum sektor dengan kepolisian, 3. Biro Pemerintahan Setda Prov
perkebunan kejaksaan, KPK, di xmmg.« . .
dalam upaya 4. Kepolisian Daerah Kalimantan
penegakan hukum Barat
sektor 5. Kejaksaan Negeri/Tinggi
perkebunan 6. Dinas Perkebunan dan
Peternakan
/. Pemerintah Daerah terkait
g b v




B, KOMPCNEN PENINGKATAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS PEKEBUN

[ .
No Program Kegiatan Keluaran Target %mw tu _smwmmm._ Instansi Pendukung
Penyeiesaian Penanggungiawab
3 Peningkatan kapasitas | 8.1 Melakukan sosialisasi 8.1.1 Terlaksananya Desember 2022 | Dinas Perkebunan | 1. Badan Perencanaan
dan kapabilitas tentang penggunaan sosialisasi kepada dan Peternakan Pembangunan Daerah
pekebun dalam benih bersertifikat bagi >000 pekebun 2. BBP2TP
penggunaan benih pekebun (khususnya {khususnya 3. Pelaku Usaha vm_‘wmamsmz.
e swadaya) tentang 4. Perusahaan produsen benih
bersertifikat swadaya) penggunaan benih 5. UPTD Benih
bersertifikat. 6. Pemda kab/kota
7. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
8. LSM/NGO
8.2 Melakukan sosialisasi 8.2.1 Terselenggaranya Desember 2023 | Dinas Perkebunan | 1. Badan Perencanaan
program kemitraan sosialisasi program dan Peternakan Pembangunan Daerah
antara: kemitraan di 2. BBPZTP
a. Produsen benih yang seluruh . 3. Pelaku Usaha _um_‘wmwcnmm.
. kabupaten/kota di 4. Perusahaan produsen benih
memiliki kebun sumber KALBAR antara: 5. UPTD Benih
benih a. Produsen benih 6. Pemda kab/kota
b. Produsen benih yang yang memiliki 7. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
membesarkan benih kebun sumber 8. LSM/NGO
dan/atau; benih
¢. BUMN Perkebunan b. Pradusen benih
yang
membesarkan
benih dan/atau;
¢ BUMN
Perkebunan
8.3 Mengembangkan program | 8.3.1 Terjalinnya kerja Desember 2023 | Dinas Perkebunan | 1. Badan Perencanaan
kemitraan antara: sama kemiiraan di dan Peternakan Pembangunan Daerah
a. Produsen benih yang kabupaten/kotza di 2. BBP2TP
KALBAR, antara: 3. Pelaku Usaha Perkebunan
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No Program Kegiatan: " Keluvaran - M.mw__wmmﬁgmmwwm L __”musmmﬁmmw Ok B ___m_m_wwmwm.m_mm&mmgmm R
ST Penyelesaian Penansgungjawab SRR TRIRRRAG |
memiliki kebun sumber a. Produsen benih REEIRERE o Col a4l Perusahaan produsen benih
benih yang memiliki |5 UPTDBenih. .- & .
b. Produsen benih yang kebun sumber - 6 Pemda kab/kota
membesarkan benih benih -
dan/atau; b. Produsen benih
c. BUMN Perkebunan yang
membesarkan
benih dan/atay;
¢ BUMN
Perkebunan
8.4 Memfasilitasi peningkatan | 8.4.1 Tersedianya benih | Desember 2023 | Dinas Perkebunan | 1. Badan Perencanaan
komitmen produsen bersertifikat siap dan Peternakan Pembangunan Daerah
benih yang membesarkan mmmc_, vang mudah 2. BBPITP
benih siap salur untuk diakses oleh 3. Pelaku Usaha mm%mwc:mn.
. ) masyarakat 4. Perusahaan produsen benih
menjual benih 5. UPTD Benih
bersertifikat _ 6. Pemda kab/kota
8.5 Meningkatkan 8.5.1 Laporan hasil Desember 2022 | Dinas Perkebunan | 1. BBP2TP
pengawasan dalam pengawasan ke dan Peternakan 2. Pelaku Usaha Perkebunan
penyediaan dan sumber benih sawit 3. Perusahaan produsen benih
. yang menunjukkan 4. UPTD Benih
peredaran benih ; )

o . . penjualan benih 5. Pemda kab/kota
bersertifikat sampai lokasi berseriifikat sampai 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
tanam lokasi tanam

8.6 Melakukan pembinaan 8.6.1 Meningkatnya Desember 2022 | Dinas Perkebunan | 1. BBP2TP
semua produsen benih produsen benih dan Peternakan 2. Perusahaan produsen benih
yang menjual henih Umqmwwwm%_wmﬁ yang 3. UPTD Benih
bersertifikat kepada Bwﬁm_% c_:. usaha, 4. Pemda kab/kota
ol minimal setiap
pekebun untuk memiliki kabupaten memiliki |
BARG ERARBGHAT DAERAR ASTETEN I SEMTA
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o T R T ”.. ; ” E - 5 R sm.mw.mmw ﬂw«mwAﬂE_..”.. wﬁmmﬂwwamm e T .. I .. E
Ro - Program S Kegiatan o Keluaran | - 0 instansi Pendukung
SRS LT _ R mumm@.mmmmmmm:. : ﬁmsmwmw%@m,&mw : R R
~ifin usaha satu produsen R _
9. _mms_smwmﬁmn kapasitas - | 9.1 §m3<¢mcs instrumen - m 1.1 Petunjuk teknis = | Juni Meww ” Usmm _um%mwgsmn S _wmgw.mmm _umzm:ﬁm: _
| am: wmﬁmw_ﬁmm _ ﬁmumw%mm ﬁm%ﬂmwv w:nm% L __vmmmwmm:mm: S RN _____amn mmﬂm_ﬁmxm: 2 _"mmams mmsmméw%mms mc_ﬁam_, _
ﬁmxmoaz dalam. @caam,\m yang baik abmw e ______”muzzmﬁ w:%n_m«m _ 1 _.Um<w Manusia -
§m3m.,mﬁxmn praktik ‘bagi wmwm@mm yang baik (GAP} 8- Pemda kab/ woﬁm
bagi pekebun . pelaku Usaha mm%mgzm:
budidaya yang baik R 5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
(Good Agricufturat 9.2 Menyusun pedoman teknis | 9.2.1 Pedoman teknis uni 2022 Dinas Perkebunan 6. LSM/NGO .
Practices/GAP) pemantauan dan evaluasi pemantauan dan | dan Peternakan
penerapan hasil bimtek evaluasi -
GAP penerapan hasil.
bimtek GAP
9.3 Melakukan bimisk GAP di | 8.3.1 Bimiek GAP di Desember 2023 | Dinas Perkebunan |1. Lembaga Penelitian
tingkat Kabupaten baik tingkat Kabupaten dan Peternakan 2. Badan Pengembangan Sumber
oleh pemerintah, swasta, baik oleh Daya Manusia
Bmcw:_: kemitraan para pemeriniah, 3. Pemda kab/kota
) swasta, maupun 4, Pelaku Usaha Perkebunan
pihak kemitraan para 5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
pihak kepada 5000 6. LSM/NGO
pekebun
9.4 Meningkatkan jumlah dan | 9.4.1 Meningkatnya Desember 2023 | Dinas Perkebunan |i. Lembaga Penelitian
kualitas kegiatan intensitas kegiatan dan Peternakan 2. Badan Pengembangan Sumber
penyuluhan tentang penyuluhan Daya Manusia
srinsip budidaya yang baik tentang prinsip 3. Pemda kab/kota
budidaya yang 4. Pelaku Usaha Perkebunan
baik (GAP) 5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
6. LSM/NGO
MWMMW W.EMMMWMM%WMW?@ ABISTER BEHDA
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No m@mﬁﬁ ) mmm_mwms xmmmmwmz .m‘mu,mmw ,&mﬁg _ _mmwmsmm g wmmﬁmnm“ mmm@awmﬁm
S R . Penyelesaian wmmmsmmmsmmfzmw :
10 | Peningkatan akses 1101 gmzsmxm%m: mmma:mmmm -} 10.1. 1 gmn_mmwm.mﬁm ___zo«mnnwm_?w%w_ Dinas mm%mwzmms 1. wmsmm mowmqmmm cmmrm xmn: ama
| pendanaan mmﬁmaammn akses pendenaan dari. “pemahaman - SRR nms v%mgmwms gm:mammr o
tanaman . am@mn_ﬂm:\mmgwmmm pekebun Mm«rmmmu 1.2, BPDPKS "
: wmcms an ﬁmﬁn 5 ‘akses mmsmmsmm: i3, nm%mmwmm
8 yi _ : _
.Qm: 4 meWmmm xmcm:mmn mmSEm
wmxm&wmmsm dengan a_:mm ﬁm%m:xm:\_mawm 5. Kanwil ATR/BPN
terkait. ga wmcmsmmg IR
lainnya,
Bekerjasama
dengan dinas
terkait di 13
kabupaten/kota
10.2 Meningkatkan 10.2.1 Meningkainya November 2023 | Dinas Perkebunan 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
kemampuan pekebun jumlah pekebun dan Peternakan Menengah
dalam memenuhi yang mampu 2. BPDPKS
memenuni 3. Perbankan
persyaratan untuk ) o .
persyaratan uniuk 4. Lembaga Keuangan lainnya
mendapatkan mendapatkan 5. Kanwil ATR/BPN
rekomendasi teknis rekomendasi
peremajaan kelapa sawit teknis peremajaan
rakyat kelapa sawit
rakyat di 13
kabupaten/kota di
Kalbar
10.3 Memanfaatkan potensi 10.3.1 Dana uniuk November 2023 | Dinas Perkebunan 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
pendanaan untuk peremajaan dari dan Peternakan Menengah
peremnajaan dari sumber sumber lainnya 2. Badan Perencanaan
lainnya tersedia Pembangunan Daerah
3. BPDPKS
4, Perbankan
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No Program ‘Kegiatan Keluaran. ~ | loreet Waktu dnstansi- Instansi Pendukung
: Bk EE Penyelesaian ﬁmsmnmmcm@wémw _ R _
e 5. wg%gw@m xmcmﬁmmm mm_sn«.m
6. Kanwil ATR/BPN
11 | Percepatan 11.1 Sosialisasi dan bimbingan ﬁ..ﬁ”ﬁm_mmmwm_ - ‘November - | Dinas Perkebunan H.__.U_:mm xowmﬁmmr Usaha wmg_ an
pembentukan dan dalam pembeniukan | sosialisasi dan. 2023 dan Peternakan * Menengah |
‘penguatan kelembagaan mmwm&cs bimbingan untuk 2. Dinas nm:sa:%:m?
kelernb Lebun pembentukan vm&mmmnmm? Energl, dan Sumber
elembagaan pe -
kelembagaan Daya Mineral
pekebun di 13 3. Pelaku Usaha Perkebunan
kab/kota 4, Asosiasi Petani Kelapa Sawit
5. LSM/NGO
6. Pemda kab/kota
11.2 Membentuk dan 11.2 Terlaksananya November Dinas Perkebunan 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
menguatkan kelembagaan pembentukan dan | 2023 dan Peternakan Menengah
pekebun penguatan 2. Dinas Perindustrian,
kelembagaan Perdagangan, Energi, dan Sumber
pekebun di 13 Daya Mineral
kab/kota 3. Pelaku Usaha Perkebunan
4. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
5. LSM/NGO
6. Pemda kab/kota
11.3 Meningkatkan jejaring 11.3.1 Meningkatnya Desember Dinas Perkebunan 1. Badan Perencanaan
tembaga pekebun dengan komunikasi dan 2023 dan Peternakan Pembangunan Daerah
pihak lainnya koordinasi antar 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
lembaga pekebun Menengah
3. Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Energi, dan Sumber
Daya Mineral
4. Pelaku Usaha Perkebunan
5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
6. LSM/NGO
7. Pemda kab/kota

2,
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‘No |~ Program . .| . xmm_mwmm TS A ___Wm_m_nww_.mm_m .M.mm.mmﬂ %mﬁg___._ mmmwmmm_ : wm%mmmm %mmmmwcsm
5 PUET o S e wm.émmmmmwmm %msmsmwmn@mémw N
11.4 %mn_:mwm%mn DR 11.4.1 rmuﬁ‘mm gm: Ummmﬁwwq S D_smm vm%mwc:mm fL mmamz wmwmmmm;mmm _
_vmgm:wmcms dan m<m“cwm“ 5 nmamzﬂmcmm sz Noww __ sz mmﬂm«mmwm: ”___._.vmgwm:mesm: Ummﬂmw L
Mm%mmmn mmqmﬂ mumam%mn | evaluasi Hm%mgmﬁ ] T 2, Dinas mommwmmm cmmrm xmm__ gau
Kerjasama wmg_ﬂ,mm: Surat nmmma_m: B AT ) I T I gmsmmmms : L
Lo xmzmmmgm el T e 3 Dinas mmz:acﬁzm?. _
cmem antara @mwcmmymm: wm%&mmz usaha IR SR _mmammmmmms Energi, Qms mc.ﬁam_,
dan pekebun serta antara perusahaan o ~ Daya Mineral _
pelaksanaaninya oleh dinas dan pekebun _ _ 4. Pelaku Usaha Perkebunan
terkait 5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
6. LSM/NGO
7. Pemda kab/kota
11.5 Memantiau dan 11.51 Laporan Desember Dinas Perkebunan 1. Badan Perencanaan
mengevaluasi pelaksanaan pemantauan dan | 2022 dan Peternakan Pembangunan Daerah
Peraturan Tentang evaluasi 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
Penetapan Indeks K dan pelaksanaan (dilaksanakan Menengah
. secara berkala 3. Dinas Perindustrian,
Harga Pembelian 785 setiap tahun) Perdagangan, Energi; dan Sumber
Kelapa Sawif Produksi Daya Mineral
Pakebun 4, Pelaku Usaha Perkebunan
5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
6. LSM/NGO
7. Pemda kab/kota
12 | Peningkatan 12.1 Melaksanakan 12.1.1 Tersedianva data | Desember Dinas Perkebunan 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
penyuluhan pertanian pemutakhiran jumlah terkini jumlah 2022 dan Peternakan Menengah
di Kawasan sentra tenaga penyuluh ﬁmsmmm. nms,«a_cr 2. w.mmms Kepegawaian Daerah
oroduksi kelapa sawit pertanian bidang pertanian bidang 3. Mu_:m.m Tanaman Pangan dan
perkebunan yang Hortikuitura
perkebunan yang mencakup 4. Pelaku Usaha Perkebunan
mencakup Aparatur Sipil Aparatur Sipil 5. Pernda kab/kota
Negara (ASN), swadaya Negara (ASN), 6. LSM/NGO
masyarakat dan swadaya
' RARO e p—
EUHTE mm&%&%&m&
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Mo Program L Kegiatan Rmm;mqm: mwmw _w_f._.m_ : : s sinstansi Pendukung
R s ki Penyelesaian mmzmmmmcmmmmﬁmw S R N R
perusahaan secara berkala Em@m«mwmﬂ amn R _ —
: S mmwcmmymms di ww |
“kabupaten/. kota .

12.2 Meningkatkan Eiwy 12.2.1 wgmswamwmwmﬁ . _wmmmBme _ mmam: _ 1, Dinas xcumﬂwmm Cmmrw xmn_m mm:
pelatihan untuk _ _._Eg_my mm_mwsmz . B _._mm:mmgwumgmmn_ ﬁmmmsmmj _
3m3§mwm%msre§nm§mw bagi wmﬁe_ar : Sumber Daya - 2. Badan xmmmmmém_mn mmmﬂms

: ; . nmxmmaz_wammm Manusia dan . 3. Dinas _umw,wmacmmn gms
penyuluh perfanian R R R
oid ceh perkebunan di13 Aparatur wm,wm_ﬁmwms _
Iaang perkebunan kabupaten/ kota _ 4. Dinas qmsm_ﬁmz Pangan dan
meliputi ASN, swadaya xor%cxca
masyarakat dan 5. Pelaku Usaha Perkebunan
perusahaan 6. Pemda kab/kota
7. LSM/NGO

12.3 Meningkatkan peran 12.3.1 Terlaksananya Desember Dinas Perkebunan 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
serta penyuluh swadaya penyuluhan yang dan Peternakan Menengah
masyarakat dan dilakukan oleh 2. Badan Kepegawaian Daerah

penyuluh swadaya 3. Dinas Tanaman Pangan dan
perusahaan dalam .
han bagi ekeb masyarakat dan Hortikultura
penyulu an Dagl perebtn perusahaan di 13 4. pelaku Usaha Perkebunan
kelapa sawit kabupaten/ kota 5. Pemnda kab/kota
secara berkala 6. LSM/NGO

12.4 Melakukan penguatan 12.4.1 Meningkatnya Desember Dinas Perkebunan 1. Badan Pengembangan Sumber
peran Balai Penyuluhan kapasitas dan 2023 dan Peternakan Daya Manusia
Pertanian (BPP) sebagai Mmmmw_:ﬁm BPP 2. Pemda Kab/Kota
salah satu pusat kegiatan atam program

penyuluhan
penyuluhan perkebunan perkebunan
kelapa sawit kelapa sawit di 13
kabupaten/ kota
ﬁﬁw@m . N mnminan | aserEA | szEDa

_ i .

2 ;

|2




ﬁ xcngzmz wmzmmwmgb,z @bz ﬂmgbzﬂbcmpz Ezmﬂczmbz
zn_x ?ﬁmwmg - : xmwumwms __”mmEmwmm._ .m.mqmmﬁ %mﬁc m:mwmmm_ Lo mnmﬁmmmm vmwmmwmmw
: S mms«m_mmmmms wmsmsmmﬁﬁ%m%ww N SR R e
13 nmmmsmwmﬁm:.cﬁmﬁ 13. M mOm_m:mmm" ﬂmmcmm,ﬂ 13.1. H G:mﬁmnmwmn?\m _mmmmavmwwoww i Qmmm :smxcmmm: 1. mmams ﬁmwmsnmzmmz
| 'konservasi L .w@énucsmm: Kawasan - sosialisasi qmmzmmm, LR _xa% dan. ”____mmbmzmczmz ommﬁmw
- ______ﬁmmsa%mm: - it ‘Kehutanan _N..__H__uimm wmﬁwmwcsmm dan

o .xmmsmwmﬁmmmﬁmz vmﬁﬂ

dan lansekap
perkebunan

_mwom_mwm_ﬁ mmm_ammm" dan

pedoman teknis
pemantauan Areal
Bernilal Konservasi Tinggi
(ABKT)

_ .xmémmmz mwom_m,me
mmmzm,mm aws _
@mgogmz ﬁmwsa
pemantauan Areal
Bernilai Konservasi
Tinggi (ABKT) di 13
Kabupaten/kota

_ ___um.wmﬁsmxm:

3. _Qmmm mm:nncﬁﬁm?
vm&mmasmm: msmﬁmm %3 mc_swmw
Daya- 232&

4. UPT xwximxmo»mv

5. Forum KEE _

6. Universitas/ Lembaga Pendidikan

7. Pelaku Usaha Perkebunan

8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit

9. LSM/NGO

10. Perwakilan masyarakat
(Dewan Adat, dsb)

13.2 Menyusun Profil

13.2.1 Adanya dokumen

Desember 2023

Dinas Lingkungan

1. Badan Perencanaan

Keanekaragaman Hayati profil KEHATI di 13 Hidup dan Pembangunan Daerah
Daerah dan Rencana Kabupaten/ Kota Kehutanan 2. Dinas Perkebunan dan
Induk Pengelolaan Peternakan
K K H . 3. Dinas Perindustrian,
eaneka-ragaman Hayati Perdagangan, Energi, dan Sumber
(RIP Kehati) di Daerah, Daya Mineral
termasuk penyediaan 4. UPT KLHK (BKSDAE)
data, proses perencanaan, 5. Forum KEE
implementasi, 6. Universitas/ Lembaga Pendidikan
evaluasinva 8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
ya. 9. LSM/NGO
10. Perwakilan masyarakat
HARD PERRNORAT DAERAR ABIETEN 1 SEETIA
BUREUM PERRAKARGA
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No.

Program.

Keglatan

o Keluaran

.M.mm,mm,ﬁ m@m wﬁh .

m:mﬂmsm_

ﬁmnmsmmmmmwm&mw

. Instansi Pendukung_

wmgmmmmm_mm :

. .Emémzﬁ%_ﬁ dsb):

13.3 Memantau dan ww 3.1 ﬁmam%wz,\m memiwmﬁmoww .| Dinas rnmwcsmm: 1. Badan Perencanaan
Emmmmqmmcmmm wmsmmmoumms . laporan hasil SRR m_amw dan. | _._mmgwm:mcmma Daerah
keanekaragaman havatidi | ﬁmgwimcm: dan mm_jcwmﬂmm 2. Dinas vm%mvc:m: mm:

RIS USSP evaluasi secara B e Peternakan _
areal perkebunan secara :
R wm%mmmémﬂmm 3. Dinas mm::acmﬁ,_m?
berkelanjutan tentang mm&mmm:mm; msm_wm_ dan Sumber
pengelolaan ‘Daya Mineral
keanekaragaman 4. UPT KLHK {BKSDAE]}
hayati di areal 5. Forum KEE
perkebunan di 13 6. Universitas/ Lembaga Pendidikan
kabupaten/kota 7. Pelaku Ussha Perkebunan
8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
9. LSM/NGOPerwakilan Masyarakat
Adat {Dewan Adat, dsb}

13.4 Membentuk lembaga 13.4.1 Adanya Lembaga Desember 2023 | Dinas Lingkungan 1. Badan Perencanaan
yang bertanggung jawab vang mengelola KEE Hidup dan Pembangunan Daerah
untuk Pengelolaan KEE dan Kehati di 13 Kehutanan 2. Dinas Perkebunan dan

Kabupaten/ Kota Peternakan
dan Keanekaragaman . . \
o o 3. Dinas Perindustrian,
hayati di tingkat provinsi Perdagangan, Energi, dan Sumber
dan kabupaten Daya Mineral
4, Pemda kab/kota
5. UPT KLHK {BKSDAE)
6. Universitas/ Lembaga Pendidikan
7. Pelaku Usaha Perkebunan
8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
9. LSM/NGO
10. Perwakilan Masyarakat Adat
{Dewan Adat, dsh)
ARG PERAMGHAT ABRAW ARIETES £ SERDA
FUHEUR PREHMEAKARRA

# Yy

Fo




No Program Kegiatan v Keluaran _M_m_ﬂmmw_ﬁmw o instanst . instansi Pendukung
ST e ‘Penyelesaian Penanggungjawab SERTNEE :
13.5 Meningkatkan peran 13.5.1 Meningkatnya Desember 2022 | Dinas Lingkungan | 1. Badan Perencanaan -
serta pelaku usaha peran serta pelaku - | - | Hidupdan Pembangunan Daerah
perkebunan kelapa sawit usaha perkebunan Kehutanan 2. Dinas Perkebunan dan
dalam ﬂmxmwm:ﬂmmw Daerah kelapa sawit dalam | _mm_.w_mgmwmm_ X
B N rehabilitasi DAS di 3. Pemda kab/kota
Aliran Sungai {DAS) 13 kabupaten/kota 4. UPT KLHK (BPDAS)
5. Universitas/ Lemhaga Pendidikan
6. BPDAS Kapuas
7. Pelaku Usaha Perkebunan
8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
9. LSM/NGO
10, Perwakilan Masyarakat Adat
(Dewan Adat, dsh)
13.6 Melaksanakan Rencana 13.6.1 Laporan hasil Desember 2022 | Dinas Lingkungan 1. Badan Perencanaan
Perfindungan dan pelaksanaan Hidup dan Pembangunan Daerah
Pengelolaan Ekosistem Rencana Kehuianan 2. Dinas Perkebunan dan
L Perlindungan dan Peternakan
Gambut Provinsi
) Pengelolaan 3. Pemda kab/kota
Kalimantan Barat Ekosistem Gambut 4. UPT KLHK (BKSDAE)
5. Universitas/ Lembaga Pendidikan
6. Pelaku Usaha Perkebunan
7. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
8. LSM/NGO
9. Perwakilan
14 | Pelaksanaan 14,1 Memberikan dukungan 14.1.1 Tersedianya sarana | Desernber 2023 | Dinas Perkebunan 1. Badan Perencanaan
pencegahan kebakaran sarana prasarana untuk prasarana untuk dan Peternakan Pembangunan Daerah
hutan dan lahan pekebun dalam pekebun yang 2. BPKPD
penerapan pembukaan menerapkan PLT8 3. Dinas Tanaman Pangan dan
di 13 Hortikultura
lahan tanpa bakar (PLTB) Kabupaten/Kota 4, Pemda kab/kota
yang rawan 5. Pelaku Usaha Perkebunan

TABGHAT DARRAI

PEHRARATRA
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No Program Kegiatan | .wmmmmas Target w&mw oy ._.mnﬂmjmw ___._mﬁWﬁms.wm___ﬁm&mﬂwnmw -
T Penyelesaian Penanggungiawab T o
kebakaran. © oo |0 oo 6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
7. LSM/NGO ~ -
14.2 Melakukan monitoring 14.2.1 Tersedianya Desember 2023 | Dinas Perkebunan | 1. BPBD :
2. Badan Perencanaan

dan evaluasi pelaksanaan
kewajiban mmm% .
perusahaan perkebunan
untuk pengendalian
kebakaran lahan

faporan monitoring .
dan evaluasi
pelaksanaan
kewajiban setiap
perusahaan
perkebunan untuk
pengendalian
kebakaran lahan di
13 kabupaten/ kota

dan Peternakan

‘Pembangunan Daerah

. Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan

14.3 Meningkatkan kerja sama

Kelompok Tani Peduli Api
(KTPA)} vang terletak di
sekitar perkebunan kelapa
sawit untuk mencegah
kebakaran lahan

14.3.1 Terbentuknya
KTPA di sekitar
perkebunan kelapa
sawit di 13
kabupaten/kota

14.3.2 Terlaksananya
kerja sama
perusahaan
perkebunan kelapa
sawit dengan KTPA
yang terletak di
sekifar perkebunan
kelapa sawit di 13
kabupaten/kota

Desember 2022

Dinas Perkebunan
dan Petarnakan

4

BPBD
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah

. Dinas Lingkungan Hidup dan

4

5.
6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
7.

Kehutanan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

Pelaku Usaha Perkebunan

LSM/NGO

14.4 Menindaklanjuti hasil

pemantauan titik api
{(hotspot) kebakaran
hutan dan lahan

14.4.1 Terlaksananya
tindak lanjut hasil
pemantauan titik
api (hotspot)
kehakaran hutan

Desember 2023
{dilaksanakan
secara berkala)

Dinas Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

v

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Dinas Perkebunan dan
Peternakan

Pelaku Usaha Perkebunan

ARG FERANGEAT DARRAN
STHTIE FEMRANARSSA

A£BISTEH 1 SEHDA
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~ Target Wakiu

~ 1 b

+

No. Program ' Kegiatan Keluaran SalsEL TRt oo dnstansio oo Instansi Pendukung
: R I Penyelesaian | Penanggungiawab - ST :
dan lahan di 13 S e A, Kelompok Tani Peduli Api -
- kabupaten/kota - 5. Manggala Agni = __
secara berkala o CRREREEEEE L
14.5 Menyusun payung 14.5.1 Tersusunnya - Desember 2022 | Dinas Lingkungan | 1. Badan Perencanaan
hukum tentang dukungan payung hukum - | Hidup dan -+ Pembangunan Daerah
pembiayaan di dalam tentang dukungan Kehutanan 2. Dinas Perkebunan dan
. pembiayaan dalam Peternakan
Program Desa Bebas-Api SR TR
. program desa 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
oleh pemerintah daerah bebas api dan Desa
4, Forum KEE
5. Pelaku Usaha Perkebunan/
Asosiasi
6. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
7. LSM/NGO
8. Perwakilan Masyarakat (Pemdes)
9. Pemda kah/kota
14.6 Mengajukan usulan 14.6.1 Tersedianya usulan | luni 2022 Dinas Lingkungan 1. Badan Perencanaan
penggunaan dana desa penggunaan dana Hidup dan Pembangunan Daerah
untuk kegiatan desa untuk xwrcﬂmzmz dan 2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
pencegahan dan kegiatan Dinas Perkebunan dan Desa
pencegahan dan dan Peternakan 1. Forum KEE
penanggulangan penanggulangan 2. Pelaku Usaha Perkebunan/
kebakaran hutan dan kebakaran hutan Asosiasi
lahan dan lahan 3. Asosiasi Peiani Kelapa Sawit
14.6.2Teralokasikannya 4, 1SM/NGO
dana desa untuk September 2022 5. Perwakilan Masyarakat (Pemdes)
kegiatan 6. Pemda kab/kota
pencegahan dan
penanggulangan
kebakaran hutan
dan lahan
AT FPERARGEAT BAERA AREETEN £ RETA
BEUKUR PRMALITARES




No | Program 1 Kegiatan ] . Keluaran  Target ﬁmwﬁ e “instansi Pendukung
S ﬂmmqmwmmmam Penangzungjawsb SR _
14,7 Mienyusun sistem - © | 14.7.1 Tersedianya sistem - Dmmmawmﬂ Nmmw | Dinas Lingkungan | 1., xmnéz 3.3%2
peringatan dinidan peringatan dinidan | -~ Hidup dan - 1 2. Dinas mméwmamﬁmz Emmﬁmﬁmwmﬁ
penanggulangan penanggulangan IR R RPTE _mmxcﬁm:mn mmn dan Desa
kebakaran hutan dan wm_Wm_wmﬁmm,wc.ﬂm: _ _ Dinas ﬁm%mwc:ms | 3. Pelaku: Cmmym wm%mwc:mm
. dan dan Peternakan 4, Asosiasi Petani Kelapa Sawit
tahan di tingkat desa. 5. LSM/NGO S O
6. Pemda kab/kota
7. Pemdes
15 | Penurunan Emisi Gas 15.1 Melakukan penghitungan | 15.1.1 Laporan hasil Desember 2024 | Dinas Lingkungan | 1. Badan Perencanaan
Rumah Kaca (GRK} dan inventarisasi penghitungan dan | (dilaksanakan Hidup dan Pembangunan Daerah
secara lintas sekior di simpanan karbon dan inveniarisasi sefian tahun) Kehutanan dan 2. Dinas Perindustrian,
_ P simpanan karbon Dinas Perkebunan Perdagangan, Energi, dan Sumber
kebun dan lahan emisi Gas Rumah Kaca .. . .
) dan emisi GRK di dan Peternakan Daya Mineral
(GRK) di perkebunan perkebunan kelapa 3. Dinas Tanaman Pangan dan
kelapa sawit berdasar sawit di 14 Hortikultura
pedoman standar yang kabupaten/kota; 4. Universitas Tanjungpura
telah ditetapkan vang 5. UPT KLHK
dikomunikasikan ke 6. POKJIA REDD+
pusat sebagai
kontribusi Provinsi
Kalbar pada
database nasional
emisi GRK.
15.2 Melakukan mitigasi emisi | 15.2.1 Laporan kegiatan Desember 2024 | Dinas Lingkungan 1. Badan Perencanaan
GRK di perkebunan kelapa mitigasi emisi GRK  {dilaksanakan Hidup dan Pembangunan Daerah
sawit dengan di perkebunan secara berkala} | Kehutanan dan 2. Dinas Perindustrian,
kelapa sawit di 13 Dinas Perkebunan Perdagangan, Energi, dan Sumber
menggunakan pedoman . .
; kabupaten/kota dan Peternakan Daya Mineral
teknis yang telah dengan 3. Dinas Tanaman Pangan dan
ditetapkan menggunakan Hortikultura
M MM.W TWMMMMM«WMMWN«% ABISTENE | SEEDA
& v H




No Program Kegiatan U Kelvaran Target ﬁmﬁc_. L _.._mam,wmmm,__ " Instansi Pendukung
_ T Penyelesaian | Penanggungjawab P e T S
. pedoman teknis R _ oo 4L Universitas Tanjungpura
yang telah 5. UPTKLHK o
ditetapkan 6. POKJAREDD+
15.3 Menyusun rencana aksi | 15.3,1 Tersedianya. Desember 2022 | Dinas Lingkungan . | 1. Badan Perencanaan
provinsi untuk smw..mmmm _ rencana aksi a e Hidup dan Pembangunan Daerah
penurunan emisi-GRK provinsi mitigasi Kehutanan dan 2. Dinas Perkebunan dan
secara terintegrasi di penurunan emisi Dinas Perkebunan Peternakan
. GRK secara dan Peternakan 3. Dinas Perindustrian,
perkebunan kelapa sawit terintegrasi dari Perdagangan, Energi, dan Sumber
perkebunan sawit Daya Mineral
4. Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura
5. Universitas Tanjungpura
6. UPT KLHK
7. POKJA REDD+
15.4 Pelaksanaan aksi 15.4.1 Laporan Juni 2023 Dinas Lingkungan 1. Badan Perencanaan
mitigasi, pemantauan dan penurunan emisi Hidup dan Pembangunan Daerah
verifikasi penurunan emisi mwx di mm%mwczms Kehutanan dan 2. Dinas Perindustrian,
. kelapa sawit di 13 Dinas Perkebunan Perdagangan, Energi, dan Sumber
mmm.m, perkebunan kelapa Kabupaten/kota dan Peternakan Daya Mineral
sawit 3. Dinas Tanarman Pangan dan
Hortikultura
4. Universitas Tanjungpura
5. UPT KLHK
6. POKIA REDD+
7. Pelaku Usaha Perkebunan
16 | MRV (meagsurement, 16.1 Melaksanakan MRV 16.1.1 Tersedianya Desember 2022 | Dinas Lingkungan 1. Badan Perencanaan
reporting and potensi penurunan emisi laporan hasil MRV Hidup dan Pembangunan Daerzah
verification)/ GRK di perkebunan kelapa nm:cﬁsm: emisi Kehutanan dan 2. Dinas Perindustrian,
pengukuran, pelaporan cawit GRK di vm%mwcmmn Dinas Perkebunan Perdagangan, Energi, dan Sumber
! kelapa-sawit-ai-d3 dan Peternakan Daya Mineral
HARG PERANGHAT DATRAR ABTSTEE ERERA
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Mo Program Kegiatan . Keluaran .wmwmmw wﬁmﬁ: Sl Instansi . Instansi _vmamcwmmw_
ST : mms,«m”mmmmms vmsmsmm%@mﬁmw P TR S
dan verifikasi potensi kabupaten/kota 3. Dinas Tanaman. Pangan dan
penurunan emisi GRK di 16.1.2 Terverifikasinya Hortikultura® -
perkebunan kelapa penurunan-emisi di 4, C:Emanmm ,ﬂmécsmwcﬂm
sawit vm%mwmzmz wmmm@m _ 5. UPTKLHK -
sawit di 13- 6. ﬁaﬁb mmw?.
kabupaten/kota 7. Pelaku Usaha Perkebunan
16.2 Meningkatkan kapasitas | 16.2.1 Tersedianya SDM | Desember 2022 | Dinas Lingkungan | 1. Badan Perencanaan
sumberdaya manusia yang memiliki Hidup dan Pembangunan Daerah
dalam penurunan emisi kompetensi untuk Kehutanan dan 2. Dinas Perindustrian,
GRK melakitkan Dinas Perkebunan Perdagangan, Energi, dan Sumber
pengukuran emisi dan Peternakan Daya Mineral
GRK di 13 3. Dinas Tanaman Pangan dan
Kabupaten/Kota Hortikultura
4. Universitas Tanjungpura
5. UPT KLHK
6. POKIAREDD+
7. Pelaku Usaha Perkebunan
17 | Peningkatan 17.1 Melakukan identifikasi 17.1.1 Tersedianya data Desember 2022 | Dinas Lingkungan | 1. Badan Perencanaan
pemanfaatan lahan lahan terdegradasi dan lahan terdegra-dasi Hidup dan Pembangunan Daerah
terdegradasi sebagai status kepemilikan di dan status Kehutanan dan 2. Dinas Pekerjaan Umum dan
upaya penurunan emisi dalam dan/atau di luar kepemilikan di Dinas Perkebunan Penataan Ruang
dalam dan/atau di dan Peternakan 3. Binas Tanaman Pangan dan
GRK dalam perkebunan Kawasan hutan luar kawasan hutan Hortikultura
kelapa sawit vang diperbaharui 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
di 13 kabupaten/ dan Desa
kota 5. Universitas Tanjungpura
6. UPT KLHK
7. Pelaku Usaha Perkebunan
8. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
9. LSM/NGO
17.2 Melakukan kajian sosial, | 17.2.1 Tersedianya hasil - | Juli 2023 Badan Penelitian 1. Badan Perencanaan
MMWMMW o masanan 1 astarEn 1 SERDA
w1 b N




Program " Kegiatan - 1 Keluaran: _.._ﬁwww_mw_eﬂmw tu i mmﬂums% | - Instansi Pendukung
SRR S Penyelasaian _ﬂmmmzmmmm%mﬁmw : T T
ekonomi dan ekologi serta kajian sosial, - C - ldan. UL Pembangunan Daerah
kesesuaian lahan. _ ekonomidan - | - o . _mumzmmgwmsmma_ ~ |2, Dinas Perkebunan dan
.wm&mmﬁmﬁ_mmmw untuk mwo__mmm serta _ o iProvinsi: . - | o Peternakan .
«mnnms_m_ wmamswmmwmngw wmmmmxmhmm_ _.ms_mm TR _Am:_smﬁms mwﬂm.ﬂ 13 m_mmm Qsmwcsmg zacu mm:
BT terdegradasi untuk - 2 S xmrﬁm:m:
melakukan kajian neraca rencana _ 4. Dinas Sosial
sumber daya alam dan pemanfaatan 5. Universitas Tanjungpura
lingkungan 6. UPTKLHK
7. Pemda Kab/Kota
17.3 Merumuskan 17.3.1 Tersedianya Desember 2022 | Badan Penelitian 1. Badan Perencanaan
rekomendasi peningkatan rekomendasi dan Pembangunan Daerah
efektivitas pengelolaan peningkaian Pengembangan 2. Dinas Perkebunan dan
lahan terdearadasi efektifitas Provinsi Peternakan
ahan terdegradas i . . .
i pengelolaan lahan Kalimantan Barat | 3. Dinas Lingkungan Hidup dan
berdasar regulasi dan terdegradasi di Kehutanan
petunjuk teknis yang Provinsi Kalimantan 4, Dinas Tanaman Pangan dan
ditetapkan Barat Hortikuitura
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
6. Universitas Tanjungpura
7. UPT KLHK
8. Pemda Kab/Kota
Pemanfaatan limbah 18,1 Melaksanakan strategi 18.1.1 Adanya Desember 2023 | Dinas Perkebunan 1. Badan Perencanaan
kelapa sawit untuk business to business peningkatan dan Peternakan Pembangunan Daerah
peningkatan rantai nilai dalam pemanfaatan pemanfaatan . . . .
ckonomi limbah kelapa sawit wwﬂmnm.wmmmwm sawit 2. Dinas Lingkungan Hidup dan
. sebagai bahan baku Kehutanan
sebagai bahan baku industri dan lainnya 3. Dinas Perindustrian,
industri dan lainnya untuk Perdagangan, Energi, dan Sumber
peningkatan nilai ekonomi Daya Mineral
18.2 Meningkatkan integrasi | 18.2.1 Meningkatnya - | Desember 2022 | Dinas Perkebunan | 4. Pelaku Usaha Perkebunan
BARG FREHANGEAT DABRAR ASISTER I SEETA
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Mo Program. Kegiztan - Keluaran. ,w_‘mw.mwm_ﬂﬁmmﬁc e __:.____mmmwmmm.n Pl instansi Pendukung -
- L Rkt Penyelesaian | ‘Penanggungjawab O :
perkebunan kelapa sawit . jumiah pelaku | danPeternakan | 5. Pemda Kab/Kota
dan peternakan - “usahayang S 6. Badan Perencanaan
T mengintegrasikan Pembangunan Daerah
perkebunan kelapa G
sawitdan
peternakan di 13
kabupaten/kota
18.3 Menyusun peraturan 18.3.1 Adanyarancangan | Desember 2023 | Dinas Perkebunan | 1. Biro Hukum
daerah tentang usaha peraturan daerah dan Peternakan 2. Badan Perencanaan
pemanfaatan limbah tentang usaha Pembangunan Daerzh
kelapa sawit mmam:mmmﬂz 3. Dinas Lingkungan Hidup dan
kelapa sawit Kehutanan
4, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Energi, dan Sumber
Daya Mineral
5. DPRD
19 | Peningkatan 19.1 Melakukan monitoring 15.1.1 Tersedianya Desember 2022 | Dinas 1. Badan Perencanaan
pemanfaatan produk dan evaluasi pemanfaatan laporan hasil Perindustrian, Pembangunan Daerah
kelapa sawit sebagai Palm Ol Mill Effluent monitoring dan Perdagangan, 2. Dinas Perkebunan dan
. . evaluasi Energi, dan Sumber Peternakan
energi terbarukan (POME} dan Biomasa . ) : .
: ) pemanfaatan Daya Mineral 3. Dinas Lingkungan Hidup dan
dalam rangka sehagai energi terbarukan POME dan Biomasa Kehutanan
ketahanan energi sebagai energi 4. Pelaku Usaha Perkebunan
ferbarukan di 5. Pemda Kab/Kota
perkebunan kelapa
sawit di 13
kabupaten/kota
19.1.2 Meningkatnya
jumlah kerja sama
perusahaan kelapa
sawit dengan PLN
EARD FERASCHAT DARRAR ASIETIN I SEELDA
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No | progam Kegiatan Keluaran T [ [
o _ BT %msmmmmmm_mz : ﬁmzwmmmﬁs%msg S PR TR T
SEDEEIRE T P wmgmimm,mm: _
Lol POMEdan wagmmm
: mmcmmm_ meﬂm_
_,m,.m&méww: di ww
_xmw\wcwm o
o Program Kegiatan Keluaran Target Waktu Anstanst:. instansi Pendukung
Penyelesaian Penanggungjawab : .

20 | Penguatan kebijakan 20.1 Sosialisasi Perda No. 6 20.1.1 Tersosialisasi- Juni 2022 Dinas Lingkungan 1. Badan Perencanaan
dalam pengelolaan Tahun 2018 Tentang kannya Perda No. 6 Hidup dan Pembangunan Daerah
fingkungan hidup Pengelolaan Usaha Tahun 2018 Kehutanan 2. Dinas Perkebunan dan

. Tentang Peternakan
Berhasis Lahan
) Pengelolaan Usaha 3. Pemda Kabupaten/Kota

Berkelanjutan Berbasis Lahan 4. LSMNGO

Berkelanjutan-di 5. Asosiasi Perusahaan kelapa sawit

13 kab/kota 6. Organisasi/ Asosiasi Petani

Keiapa Sawit
20.2 Menyusun Rencana 20.2.1 Dokumen Rencana | Desember 2022 | Dinas Lingkungan 1. Badan Perencanaan
Aksi/Roadmap Aksi/Roadmap Hidup dan Pembangunan Daerah
pelaksanaan Perda No. 6 pelaksanaan Perda Kehutanan 2. Dinas Perkebunan dan
Tahun 2018 Tentang Neo. 6 Tahun 2018 Peternakan
Tentang 3. Pemda Kab/Kota
Pengelolaan Usaha Pengelolaan Usaha 4. [SM/NGO
Berbasis Lahan Berbasis Lahan 5. Asosiasi Perusahaan kelapa
Berkelanjutan Berkelanjutan sawit
6. Organisasi/ Asosiasi Petani
Kelapa Sawit
20.3 Penyusunan Peraturan 20.3.1 Peraturan Desember 2022 | Dinas Lingkungan 1. Badan Perencanaan
Gubernur Terkait Perda Gubernur Terkait Hidup dan Pembangunan Daerzh
PR AGG RIS T T Gt PP— SERTIA




mm%mﬁms

mmm:mwms

| o TargetWakiu |-

‘No . ~ Program sl BB R _ uzmwmsmm vmsmgwmmm
SR : “Penyelesaian ﬂmzmsmmmm%mﬁww
_ ‘No.'6 Tahun 2018 _ _____wumam zo m,_.mrcg R, xmrim:m: 2 G_smm mm%rgummam?.
_ﬁmsﬁmsm vmzmmﬂommms 2018 ,ﬂm:wmnm _ .....vmﬁmgmwms S
Usaha mmﬂwmw_m wwsmn : vmnmmmommmn cmmjm 3. .Pemda xmw.\wo,mm
_ mm_.xmmmmwﬁmm . _mmqwmmmm rmsms 4. _wmg\zm@ |
= o mm%mmmaﬁm: 5. Asosiasi mchmmrmm: wmm%m
. - sawit -
6. ”owmmsamm_\ bmommm_ wmﬁmé
 Kelapa Sawit -

20.4 Membangun sistem 20.4.1 Terbangunnya Desernber 2022 | Dinas Lingkungan 1. .mmams_vm%;mmmmmn
monitoring areal sistem monitoring - - | Hidup dan . | ‘Pembangunan Daerah
konservasi berdasarkan areal konservasi Kehutanan 2. Dinas Perkebunan dan

. berdasarkan Parda Peternakan
Perda No. 6 Tahun 2018 Mo, 6 Tahun 2018 3. Pernda Kab/Kota
Tentang Pengelolaan Tentang 4. LSM/NGO
Usaha Berbasis Lahan Pengelolaan Usaha 5. Asosiasi Perusahaan kelapa
Berkelanjutan Berbasis Lahan sawit
Berkelanjutan 6. Organisasi/ Asosiasi Petani

Kelapa Sawit
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U KQWS wOZmﬁ ﬁﬁ.b mmerEy UDZ wmzbzmbzmyz mmzmxmﬂb

. .ﬁ eﬂ w 5 :
E_a__ E@m&% mmm_mwmz xmwnmwms w«mmﬂ aktu 3%%2 msmwmsmm mmﬁagwcsm
R I %ms@m_mmm,mﬁ @mmwsmmasmhm,&mw .
21 | Percepatan realisasi 21, 1 %mmﬁﬁ% vmwmwmqmn MH p 1 bam;ﬁ vm«m&«ms .| 'Desember 2023 |'Dinas mm%mwczmz _ m mmzﬁ__ Em BPN Prov.’ xm“wmw
_wmémm“wmn uchmmymm: _.Um@,mr szmm:mm o ‘daerah m«oﬁsm_ e mm: mmﬂmgmw@: : _”N.___mmmmmz Perencanaan
Qmmmg Smgmwmzmmmm N wm«zwmzmcmmm xmwc; Fap ”_xmwwmu, <mmm S ”mmmﬁwmmmcnmm wmmﬂmw ?os:mm
nmawmﬁmc:mn kebun kelapa sawit masyarakat _Emnmmﬂc« _  Kalimantan Barat
ST T o o engemban wz\ 3. Biro xcxcg mm&m wwos:m_
kelapa sawit di sekitar perusahaan pEng g * Kelimantan Barat
berkelanjutan bagi _ mm%wmmmczm: __ 4, m:o mwcsoB_ mmam Provinsi
_ C kebun- sawit rakyat :
masyarakat di sekitar i celit . Kalimantan Barat -
perusahaan. 58 _Ma 5. BPKH Wil. 11l Kalimantan Barat
perusahaan. 6. Dinas Kehutanan
21.1.2. Adanya peraturan 7. Qmmm_mmnmacmﬁm?,
daersh di 13 Perdagangan, mumﬂmr dan
kabupaten/kota m..:ﬁwmw‘ Daya Mineral
AnE meneatur 8. Dinas Tanaman Pangan dan
yang wm / Hortikultura
bengemoangan 5. PemdaKab/Kota
pembangunan 10.  LSM/NGO
kebun sawit rakyat
di sekitar
perusahaan.
21.2 Sosialisasi Peraturan 21.2.1 Terlaksananya Desember 2023 | Dinas Perkebunan 1. Badan Perencanaan
Daerah/Peraturan kegiatan sosialisasi dan Peternakan Pembangunan Daerah
Gubernur mengenai peraturan tentang 2. Dinas Koperasi, Usaha Keclil, dan
etunjuk pelaksanaan pembangunan Menengah
P 5 keb kebun kelapa sawit 3. Dinas Perindustrian,
pem msmcmmm eoun masyarakat di 13 Perdagangan, Energi, dan Sumber
kelapa sawit masyarakat kabupaten/ kota Daya Mineral
termasuk skema insentif 4. Pelaku Usaha Perkebunan
dan sanksi 5. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
T 3} 6. LSM/NGO
R R = EHEEE

A

FREMREANAREBA
i)

LY

i




 kegiawn

“Ta wmmw @mwg

5%@ nsi

wmsmzmmmm@mémw

Melakukan penanganan
sengketa lahan
perkebunan kelapa
sawit di Kawasan area
Umzmmmsmmn lain

mediasi

sengketa lahan
perkebunan kelapa

Pembangunan
Setda Prov Kalbar

ﬂ%ﬁﬁ%ﬁn : B R e R
. w2 SRR B _um.qm.mmmwmm\wawm;
21.3 Ko:no:nm dan m<mmcmw NH 3. “_,,wmam%m:ﬁ _uww_mgv_mﬂ__woww_ ___m_mn_mm _mw%mwa:mm_._ 11 Badan. _umw,mzmmmmmm .
mmmmwmmzmmn SR “laporan hasil ” PR dan Peternakan® " - Pembangunan. wmmwmy :
T __._mmswmzmc:mm xowmm Bamme:mm amm PR _ S P “Dinas xoﬁm«mmr cmmrm xmn mmz
B K w t mmm : evaluasi untuk © S §mmmsmm: B
e mmm mms:
; __a_.w_.nmmw_macﬁ _ -1 3. Dinas ﬁm::atmﬁzm?.
w&@%mn:ﬁ zs.ﬁcw SR " Perdagangan, Energi, dan m:%w@
Bmmﬁawmﬂ mmmcmw cmﬁ Mineral e
ketentuan vang wmumw: 4, Pelaku’ cmmrm vm%mwcsm:
o S 5. Asosiasi wmﬂw:_ Kelapa Sawit
6. wmg\zmo _
7. Pernda kab/kota
22.1 Membentuk tim mediasi | 22.1.1 Terbentuknya tim Desember 2022 | Asisten ll Bidang 1.Pemda Kab/Kota
penanganan sengketa mediasi Perekonomian dan | 2.Kepolisian Daerah Kalimantan
lahan dan melakukan penanganan Pembangunan Barat
pelatihan mediasi dalam mmnmwwﬂm lahan s mm_.ﬂm Prov mm"w_mﬂ | w_. wm_mwa Usaha Perkebunan
P perkebunan sawit di 4. Masvarakat
penanganan sengketa kawasan area 5.Asosiasi Petani Kelapa Sawit
lahan perkebunan kelapa penggunaan lain 6.LSM/NGO
sawit di kawasan Area 22.1.2 Terlaksananya
Penggunaan Lain pelatihan rmediasi Dinas Perkebunan
dalam penanganan dan Peternakan
sengketa lahan
kepada tim mediasi
di 13
kabupaten/kota
22.2 Melakukan penanganan | 22.2.1 Terlaksananya Desember 2022 | Asisten !l Bidang 1. Biro Hukum Sekretariat Daerah
sengketa lahan melalui penanganan Perekonomian dan | 2. Pemda Kab/Kota

3. Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat

sawit di 13 4. Pelaku Usaha Perkebunan
Hamg PENARGIHAT DAER4AYW
mURTR PRMRATARSA ASIETEN T SEEDA

& ¥
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Program

 Kegiatan

e ...Hmwmmw.ﬂamm.w.ﬂﬂ..”

Wsm.wmmm_
vmsmsmmssm‘_mﬁmw

msm»wﬁmm ﬁm:mgwmmm

- - kabupaten/kota

" Penyelesaian

5. mﬁmm«max%
6. \ymem_mm" mmﬂm:_ mmmmﬁm mmém
7. _,.mms\zma

22, w _.Smmmwcwmn mqmwcmm“
ﬁm%mawmzmmm -
penanganan mm:mwm.ﬂm _
lahan

NN 3.1 4m$m%m3«m m\amz

_ m<mmcmm ams
«mwogmzamm_
penanganan
sengketa lahan -

Desember 2022 | Asisten Il Bidang

Perekonomian dan
ﬁm_ﬁwm:mcmmz L
mm&m Prov xmxumﬁ .

wm:ﬁm _Ama\xcﬁm

1. _
a2 xmno:m“mn Ommw,mr xmrgmﬁms

‘Barat
. mm_mwc cmm:m Wum%mwc:ms
. gmmﬁaw%
. Asosiasi Petani Kelapa Sawit
. LSM/NGO

Oy s o

22.4 Meningkatkan upaya
penanganan sengketa
sosial dan sengketa tata
niaga kelapa sawit.

22.4.1 Meningkatnya
penanganan
sengketa sosial dan
sengketa tata niaga
kelapa sawit

Desember 2024 | Asisten Il Bidang

{setiap tahun)

Perekonomian dan
Pembangunan
Setda Prov Kalbar

1. Anggota tim TP3P/TP3K

2. Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat

3. LSM/NGO

22.5 Melakukan pertemuan
koordinasi minimal 3
bulan sekali untuk
memperkuat koordinasi
antar pemerintah
provinsi dan pemerintah
kabupaien/kota terkait
penyelesaian konfiik
lahan dan konflik sosial
lainnya

22.5.1 Teriaksananya
pertemuan
koordinasi minimal
3 bulan sekali

Desember 2024 | Asisten i Bidang

{setiap tahun)

Perekonomian dan
Pembangunan
Setda Prov Kalbar

1. Anggota tim TP3P/TP3K

2. Kepolisian Daerah Kalimantan
Barat

3. LSM/NGO

22.6 Memantau dan
mengevaluasi

22.6.1 Laporan
pemantauan dan

Dasember 2022

Dinas Perkebunan
dan Peternakan

1. Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
2. Pelaku Usaha Perkebunan

pelaksanaan Permentan evaluasi
AR FREAHOHAT DARILARN .
BURTH PREPARARSA ASITER SEHELA

I %

r




Mo Program L7 Kegiatan Keluaran mw,mmﬂ %mmﬁm TR .mmmﬁmsmm v.ms%wamm _
RS R vm@mmmmmnmﬁ Penanggungiawab :
No 7/2009 tentang ~pelaksanaan R % bmommmm_ mmﬂ,ma_ _Am_mvm mmém
Penilaian Usaha -Permentan _N\Noom 4. LSM/NGC .
‘Perkebunan i 5. Pemda wmwxwoﬁm
23 1 Penyelesaian status ww.p..ﬁm:wﬁmaﬂmwmmw usaha - 23.1.1 Umwmq usaha. . mmmmawmw 2022 | Dinas _.measmms 1. Dinas. mmwmamms chE Qms
lahan perkebunan perkebunan yang ﬁm%mg:mn <m:m : . xacm dan _ummm,wmm: mcm:m
kelapa sawit yang terindikasi dalam terindikasi dalam xmrcﬁm:mn dan. 2. Dinas Penanaman §o%_ dan
corindikasi dalam Yawasan Hutan kawasan hutan Dinas Perkebunan mmvm,@:m: Terpadu Satu Pintu
H dan Peternakan 3. Kanwil ATR/BPN.
Kawasan hutan - 4. BPKH Wil. X Pontianak
5. Pemda Kab/Kota
24 | Legalisasi asset hasil 24. 3 Mengoordinasikan 24.3.1 Dokumen usulan Desember 2022 | Dinas Lingkungan 1. Badan Perencanaan
penyelesaian status usulan penyelesaian penyelesaian status Hidug dan Pembangunan Daerah
lahan perkebunan yang status lahan perkebunan lahan perkebunan Kehutanan 2. Biro Hukum Sekretariat Daerah
s . kelapa sawit dalam 3. Biro Ekonomi Sekretariat Daerah
terindikasi dalam kelapa sawit dalam .
¢ h d « h g kawasan hutan yang 4. Dinas Perkebunan dan
mémmmn. Wtan dan _ mémww: r_ﬁs m_s ada di 13 kab/kota Peternakan
penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa 5. Dinas Lingkungan Hidup dan
lahan lahan yang ada di 13 Kehutanan
kabupaten/kota 5. Kanwil ATR/BPN
7. BPKH Wil. X Pontianak
25 | Penyelesaian status 25.3 Mengoordinasi 25.3.1 Daftar usaha Desember 2022 | Dinas Lingkungan 1. BPKH Wil. X Pontianak
lahan dan usaha identifikasi usaha perkebunan kelapa Hidup dan 2. Dinas yang membidangi
perkebunan yang perkebunan kelapa sawit mmfwm ,.\msm ‘ x_mrc,ﬂmsm: dan perkebunan di kabupaten
terindikasi di lahan vang terindikasi di lahan S:za%mm.“ di mmvmq Dinas Perkebunan
b b gambut di provinsi dan Peternakan
26 | Penyelesaian 26.1 Menyusun rancangan 26.1.1. Tersedianya Juni 2024 Dinas Tenaga Kerja 1.Badan Perencanaan
permasalahan peraturan rancangan dan Transmigrasi Pembangunan Daerah
xmwmnmm.mwmmmmm‘ daerah/peraturan peraturan 2. mm.,o Sosial mm.am ?ossmw. xmm_mum_.
evaluasi pelaksanaan, aubernur terkait daerah/peraturan 3. Biro Ekonomi Setda Provinsi
WMWMWM il | aersTERT | sEEDA

# 5
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Program

Kegiatan

Keluaran

Target Wakiu
Penyelesaian

Instansi
Penanggungiawah

instansi Pendukung

dar pengawasan

teraga kerja dafam

usaha

perkelapasawitan

ketenagakerjaan di
perkebunan kelapa sawit

gubernur terkait
ketenagakerjaan di
perkebunan kelapa
sawit

Kalbar
4, Biro Hukum Setda Provinsi Kalbar
5. KOMMAS HAM Kalhar
6. Dinas Perkebunan dan

26.1.2 Terbitnya Desember 2024 Peternakan
peraturan daerah/ 7.Dinas Kesehatan
peraturan gubernur 8. Dinas Sosial
terkait 9.Dinas PPPA
ketenagakerjaan 10.  Asosiasi Perke-bunan
untuk perkebunan 11.  CSO/ NGO
kelapa sawit

26.2 Meningkatkan
pengawasan
ketenagakerjaan
perkebunan kelapa sawit
oleh
pengawastenagakeriaan

26.2.1Teridentifikasinya
permasalahan
ketenagakerjaan di
perkebunan kelapa
sawit untuk
ditindaklanjuti

26.2.2 Berkurangnya
permasalahan
ketenagakerjaan
khususnya pada
tingkat pelaksana

Desember 2022

Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi

1. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

2. Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikuhura

3. Dinas Perkebunan dan
Peternakan

4, Pemda Kab/Kota

26.3 Menambah tenaga
pengawasan
ketenagakerjaan di
tingkat provinsi

26.3.1 Meningkatnya
jumlah tenaga
pengawasan
ketenagakerjaan di
perkebunan kelapa

Desember 2023

Badan Kepegawaian
Daerah

1. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

2. BPKPD

3. Dinas Perkebunan dan Peternakan

4. Dinas Tenaga Kerja dan

sawit Transmigrasi
BARG PERANGHAT DaYRAN -
BRI PUMRARAREA ABISTEH 1 SERDA

£ b




" Program.

mumxwmwmmm_mw

26. 4 §m_memzmwmm :
o Bmwmz_m:,_m ﬁm:msmmzmn :

" masalah| wmﬂm:mmmwmammz__ . s e .
_ _____mmwmﬁ @mﬂxmwcsm: L D _”_wmﬁm:mnmxmamms b E w Uwsmm wm%mwcmmw ams
e bt perkebunan kelapa o e e s wmﬂmamrms
__wm_m@m sawit mmmcmm. _.__.mms.n sesuai am:mmm e & Ogmcomgbz
___mm:mwn mmagaz IEREES I ”Emwmzagmézm TR NS S ST IR B _ .
.__wm,,,‘sgm:mm: <m:m EE
..vmlmwc D e e s SR
26.5 gmagzmw% TR Nm m M._‘mam%mzﬁ | Desember 2023 | Dinas Tenaga Kerja. | 1. mmmmz mmﬁmsnmmmm: mmgvmsmcnm:
gmwmnmgm S 1 7 mekanisme 7 0\ danTransmigrasi. | Daerah - L
pemanganan. | | 2nspektorat P@s;m
‘masalah 0 0 B RPN e 13, Dinas _um%mcc:mm am: wﬁmw:mxma
xmﬁmsmmmxmmmms dalam ketenagakerjaan : : A ngcwmibz
wm_ﬂwmwnnmn wmwmvm sawit @m_%mcc_nms_wm.mmmm . .
swadaya. sesuai : - sawitswadaya = o S
Em_\.mﬂﬂﬁmﬂ.ﬁmmﬂj&mummn . SRR AP S IR e
yang herlaku
26.6 Merumuskan peraturan | 26.6.1 Tersedianya Desember 2023 | Dinas Tenaga Kerja | 1. Badan Perencanaan Pembangunan
tentang keselamatan dan rancangan dan Transmigrasi - Daerah
kesehatan kerja bagi peraturan tentang 2. Dinas Perkebunan dan Peternakan
tenaga kerja di kebun keselamatan dan 3. Dinas Sosial
i kesehatan kerja bagi 4. Dinas Kesehatan
sawit swadaya tenaga kerja di
kebun sawit
swaclaya di 13
kabupaten/kota

mmsm:mm:mm: Bmmmwmr
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B xongZmz vmrbxmb,zgz mmmﬂm_xbm_ mmmﬂu wbz bxmmm vbmbw mmomtm mm@@:m xmgmb mb.ﬁmﬂ
2@ _ | ﬁmﬁmqn% P o ______mm_mmmwm”m. ._ ”_“_xm_wmmnms.,: WMWM_HMWM“ _ ﬁmsmhmwﬂwﬂmmmémw msmmmmmm Tmsmcwcsm
27 | Pelaksanaan momm:mmmw 1271 Membangun ncmmﬁ o Nw 1.1 Adanyapusat . - | Desember 2022 | Dinas Perkebunan . |1. .”mmam: Perencanaan
15PO Eﬁmw @mgm:mxc __:wawgmmm ﬂmm,ﬂm:m wmmmnm 1" “informasi terkait . - - mmm ,om.wmgwwm: o mmgwm:mcsmm Gmmw,mr
. wm@mmﬁ:mms 30532 o ___mm,&n _um%mmmzéwmz di- - _.”__.mméﬁwm%m_miﬁms R LR OC A R 2. 'Dinas: monm«mm_ cmmrm mmg_ gm:
Kalimantan Barat ~ tingkat provinsi ~diDinasPerkebunan | - oy s Menengah o
-~ dan Peternakan : _ - 43, Dinas vm::mcmw:ms vm&mw%mm?
Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan - Energi, dan Sumber Dava Mineral
Barat 4. Dinas Lingkungan mﬁct mm:
_ mm::wwsm: :
5. msmm Tenaga Kerja dan e
Transmigrasi
6. Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura
7. Pelaku Usaha Perkebunan
8. Asogsiasi Petani Kelapa Sawit
9. Serikat pekeria dan serikat buruh
10. Lembaga Sertifikasi
11. Pemda Kab/Kota
12.1SM/NGO
27.2 Meningkatkan frekuensi | 27.2.1 Terselenggara-nya | Juni 2022 Dinas Perkebunan |1, Badan Perencanaan
sosialisasi sistem sosialisasi sistem dan Peternakan Pembangunan Daerah
sertifikasi ISPO dengan sertifikasi ISPO di 13 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
kabupaten/kota Desember 2024 Menengah
metode dan sasaran yang . . .

o i 27.2.2 Terdapatnya 3. Dinas Perindustrian, Perdagangan,
tepat {mis. Dinas terkait, minimal 1 kelompok Energi, dan Sumber Daya Mineral
sekolah, ormas, tani di satu 4, Dinas Lingkungan Hidup dan
kelompok sosial, dan kabupaten Kehutanan
pemangku kepentingan mempercleh 5. Dinas Tenaga Kerja dan
lainnya) beserta sertifikat ISPO Transmigrasi
evaluasinya 6. Dinas Tanaman Pangan dan

MWMMM T ot | psysTEMY | sEmDA
7 TR

‘



m__mumwnmmmﬁmm s ._._Mm 1 zmavm«mmmmﬁ Eommm _.Gm_mm%__mm_ﬂ__wo_w#__ c_:mm wm_ﬁm&mmz _.__ .p mmams mmﬂmnnmnmm

”_vm_mwmmsmmn mmﬁ:mwmm e _
 iseo asE_A mm.dmmjmmm m___._____”_xoﬁcgnmm wmwmwm m_%: _ wmm.mﬂmws mcmmw __”__.___ __N msmm. m_%mmucbws am: mmﬂmgmm@m_,_
L . : oot 1 3.Dinas xaﬁmﬁmmrcmmrm xm _

._am: mmxmw% __m_ Hw wmw\wo”m angw ______,xmacn%ms\ _8,5 el e gmsmsmmr o : __
____gwmm:mcwcmm m_mz_wwmm_ T T T e L ”____@ Dinas. mmzamcﬁzw? mm&mmm:mm?.
i ﬁnwvo Bl S TR e L msmﬁmr dan Sumber Daya gmsmﬁ,mm %
R T T T T e e L ] T _.m___m_,_._wm:mm ::mwczmms Iacnam:
" Kehutanan. .
6. Dinas. g_.msmmm mm:m Qm:
- Transmigrasi.
7.Dinas Tanaman wm:mmn dan
Hortikultura
8.Pemda Kab/Kota
28.2 Mempercepat penilaian | 28.2.1 Adanya hasil PUP Desember 2023 | Dinas Perkebunan 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan
usaha perkebunan (PUP) untuk semua dan Peternakan Menengah
peruszhaan yang 2. Dinas Perindustrian, Perdagangan,
beroperasi di Energi, dan Sumber Daya Mineral
provinsi Kalimantan 3. Dinas Lingkungan Hidup dan
Barat Kehutanan
4. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

dalam rangka sertifikasi
ISPO

BARDG PERARGHAT DATRAH
HURLH PRERANARRA

2 b | A
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5. Pemda Kab/Kota =

28.3 Meningkatkan
komitmen perusahaan

dalam membina pekebun

yang dimitrakan untuk
memperoleh sertifikat
ISPO

28.3.1 Adanya -
kesepakatan-
wmmmwmwmﬂmz antara
pekebun dengan
perusahaan

28.3.2 Data jumlah
pekebun yang
persertifikat ISPO
vang difasilitasi oleh
perusahaan mitra

| Desember 2023

Dinas Perkebunan
dan Peternakan

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, da
Menengah = _

2. Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Energi, dan Sumber Daya Mineral

3. Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan-

4, Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa

6. Pemda Kab/Kota

28.4 Menyediakan layanan
konsultasi ISPO di 13
Kabupaten/Kota

28.4.1 Tersedianya
layanan konsuitasi
ISPOdi 13
Kabupaten/ Kota

: Desember 2023

Dinas Perkebunan
dan Peternakan

1. Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah

2. Dinas Koperasi, Usaha Kedil, dan
Menengah

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Energi, dan Sumber Daya Mineral

4. Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

5. Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi

6. Pemda Kab/Kota

£ GUBERNUR KALIMANTAN BARAT m

£

~ SUTARMIDS!




